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ABSTRAK 
 

Kekeliruan penyusunan bentuk surat dakwaan sebagaimana dalam Perkara 

Nomor 706/Pid.B/2006/PN.Jr, menyebabkan surat dakwaan mengalami cacat 

hukum. Hal itu disebabkan karena tindak pidana yang didakwakan terhadap 

terdakwa dalam perkara tersebut adalah penipuan (Pasal 378 KUHP) juncto 

perbarengan perbuatan (Pasal 65 ayat (1) KUHP) dan menggunakan surat palsu 

(Pasal 263 ayat (2) KUHP) yang disusun dalam bentuk alternatif. Padahal, dasar 

hukum serta unsur-unsur tindak pidana penipuan maupun menggunakan surat 

palsu adalah berbeda dan kedua tindak pidana tersebut saling berdiri sendiri, 

sehingga tindak pidana penipuan dan menggunakan surat palsu tidak dapat 

dialternatifkan. Oleh karena itu dengan penelitian hukum normatif, penyusun 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan konsep 

penyusunan bentuk surat dakwaan untuk mengetahui konstruksi penyusunan surat 

dakwaan alternatif dalam praktik peradilan dan akibat hukum yang timbul dari 

kekeliruan dalam penyusunan bentuk surat dakwaan. Dari penelitian tersebut 

diketahui bahwa konstruksi penyusunan surat dakwaan alternatif dalam praktik 

peradilan (in casu Perkara Nomor 706/Pid.B/2006/PN.Jr) tidak tepat atau keliru. 

Hal itu disebabkan karena tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum 

terhadap terdakwa, yakni penipuan dan menggunakan surat palsu, masing-masing 

memiliki unsur-unsur yang berbeda dan kedua tindak pidana tersebut berdiri 

sendiri, terpisah atau dapat dipisahkan, sehingga terdakwa dalam perkara tersebut 

melakukan tindak pidana secara perbarengan, sebagaimana rumusan surat 

dakwaan penuntut umum yang mengkaitkan (menjunctokan) dakwaan pertama 

dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan begitu, penuntut umum seharusnya 

menyusun surat dakwaan dalam bentuk kumulatif. Namun, oleh karena surat 

dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, akibat hukum dari kekeliruan 

penyusunan bentuk surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum, karena surat 

dakwaan mengalami cacat hukum, sehingga penuntutan terhadap terdakwa 

seharusnya tidak dapat dilanjutkan. 
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